LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I KEBUMEN
NOMOR: 6 TAHUN: 1994 SERI: D NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
KEBIUMEN

NOMGR 2 TAHUN 1994
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1f KERBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1994 ~ 1898h

CENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ZSA

PUBETT XERALA DARRAR TINGEAT II FERUMER
denimbang ahwa Andadlqn Pendapatan dan Belania Dae-
rah Kabupasen Daeran Tingsatvy 11 HKebumen
Tanun Adgﬁdzd 1994,1595 verlu ditetavian
dengan Peratvuran Laeran, sesual dengan Pa-
sal 84 ayat (Z; Undang - undang HNomocr &
Tahun 1974.
Mengingat : 1. Undang—-undang Nomor & Tahun 1874 tang-
gal 23 Juali 1974 tentang Pokok - pokok
Femerintahan Gi Daerah | Lewmbaran Negarsa
Tahun 1874 Neomor 28 Tambanan  Lembaran
Megara Nomor S0370

-~

TN I TOPRGI P 1
WNdang-undangE womnecr i %]

Tanun 1950 Jjo.

PRPATUTAYL < ovae..



me}

.ga kepada Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850 ten-
tang Pembentukan Daer h-daerah Kabupaten da-
lam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pa—
jak Bumi dan Bangunan j

Peraturan- Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tang-
gal 26 Pebruari 1875 tentang Pengurusan, Per-—
tanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Dae-

rah ( Lembaran Negara womor 5 Tahun 1875 )

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 1375 tang-
gal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe-
laksanaan Tata Usahal Keuangan Daerah, dan
Penyusunan Perhitunga Anggaran Pendaratan
dan Belanja Daerah ( mbaran Negara Tahun
1975 Nomor 6 ) ;

Keputusan Presiden Nom‘r 22 Tahun 198984 ten-
tang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran
Subsidi Gaji dan Pensi bagi Daerah Otonom 3

Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 11 Tahun
1975 tanggal © Agustus‘l975 tentang Contoh-
contoh Cara Penyusuna Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Palaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan enyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan d@n Belanja Daerah ;

Peraturan Mentes Dalam Negeri Nowr~r 11 Tahun
1978 tentang Peicksanaan Tuntutan Ganti Rugil
Keuangan dan Materiil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun

1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Keti-

10. Peraturan ......--




10.

11.

12.

13.

14.

16.

U O

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1879 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang
dan Materiil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-088,
Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manu-
al Adminietrasi Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360
Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang
Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengen-
dalian Kredit Anggaran ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor g870-883
Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang
Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun

1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah
Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-13186
tanggal 18 September 1985 tentang Penyempur-
naan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 908—131§\
tanggal 18 September 1985 tentang penyempur-
naan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903-803 Tabun 1984 tanggal 15 Agustus 1984
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

18. Keputusan ...........



18

19.

22.

23.

Keputusan Menteri Dali Negeri Nomor 51 Tahun
1985 tanggal 31 Desember 19B5 tentang Petun-
juk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan ; 4

|
|

Keputusan Menteri Dal Negeri Nomor 803-268
Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Pe-

nyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Ke-
uvangan Daerah serta P rhitungan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah ;

"Képutusan Meﬁﬁéri bélam Negeri Nomor 903-379

tanggal 11 April 1887 tentang penggunaan Sis-
tim Digit dalam Pelakpanaan Anggaran Penda—
patan dan Belanja Daerah serta Petunjuk
Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor S03-Q057
Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang
Penyempurnaan Bentuk | dan Susunan Anggaran
Pendapatan Daerah ;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 903/011366 tanggal 15 Maret
1983 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1983/1994

Kepytusan Dewan Ferwakilan Rakyai Daerah Ke-~
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nrmcr 02/-
KPTS/DPRD/1592 tanggal 22 Juli 1992 tentang
Peraturan Tata Tertib| Dewan Perwakilan Rakyat

'Daeyah\Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

memperhatikan .....% ...
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Pasal

1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta-
hun Anggaran 1994/1985 adalah sebesar ........---
Rp.24.200-055-000,00 terdiril dari

a. PENDAPATAN
Pendapatan ...«...-----

b. BELANJA :
Rutin ...Rp.10.374
Pembangunan. .Rp.13.825

| Rp.24.200.055.000,00

.[201.000,00
.854.000,00

Pasal

Rp.24.2900.055.000,00

2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai

berikut

a. PENDAPATAN :
Pendapatan ....--.----

b. BELANJA
Rutin .. Rp. 1.661
Pembangunan. .Rp.

...Rp. 1.661.043.000,00

. 043.000,00

Pasal

(1) Perincian dari botent
1 dimuat dalam Lampir

(2) Rincian lebih lanjut

Rp. 1.681.043.000,00

3

1an tersebut pada Pasal
an A.

dari ketentuan tersebut




)

»ada Fasal 1 dan Fasal 2 dimuatr dalam Lampir-
an A.I ; A.IiI/R Dan A.II/P.

(3 Rincian sebagaimana dimaxaud avat (1% dan (2)
Fagali ini merupaian pagizn yang tidak Serpi-
zahkan

PHasl 4

Tasal-vasgal vang akan dilazukan penggeseran se -

suAL Perathran Perundang-undangan vang bverlaku

adalah sebagaimans daftar terlampir.
Pasai o)
Deraturan Laerab inl malal Derisinn setailal mendas
cat pengesgalan darl TeJabat Yang herwanang can
herlaku mutail tangszal 1 April [9%S4.
Ditetapkan 41 : X & b umenn
Pada tanggal @ 31 Maret 189904
DEWAN PERWAKIIAH EA“*AI DAERAE  EBUPATI XEPATLA DALRAH
KABUPATEN DAERAH TING B ' TINGRAT II EEBUME
Kx TY
t.6.d t.t.d

: . . e e B g T

Simahzan oleh Gubernuy hepaiz Deasrah  Tingkat o

; ~ w e R T A

Jawa Tensan dengesn Sural Kepuiusan tanggal 31 Mel
e - Ly e g PR etn N
1894 Nomor :  @03/851,/1524.

Diundangkan ....... e %



- B T

Diundangkan dalam Lembaran Dacrash Kabupaten Das -

rain Tingkat II Kebumen @ Nomor & Tahun
Seri ) pada tanggal 22 Juni 1994,

SEKRETARIS ?ILAYAHﬁDAERAH
[] .

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA
NIP. 010 046 438

1894
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NOM@R':“?@&fﬁaz,

PENGESAHAN fPE'AmﬁﬂAL.T' DAERAH KAPLPATEN
DAERAE  TINGKAT i1 KEERMEN  NOMOR 3 TAHUN
19u TENTANG ~ ANGGARAN PENDAPATAR DAN BE-
LANJA  DAERAH KA CATEN TINSKAT II KEBUMEN
JAEAYN 1934/1958

‘AHV.;] A S5

1JBEENUR KEPALA DAZRS £7 1 JAWA TENGAK

Yamnana - Surat Dupati mTiqgkaﬁ II Kebu—~
men Sangdal  Homor : 20371387
1384 perinal henan Penges=ndn
Peraturan Daerah _Nomar, . ﬁ;j’S Tahun 1994
tentang Penst apan. Angguran Pendapatan dan
Lelanja Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat I1
Keoumen ‘ahun Anggaran . »9944ﬁ9Q‘.

Menimbang : ba“W4 Ar,garan Penaapqtan dariaelanJa Das -~
rah Kabupaten Daerah . Tlngkat TI Kebumen
Tabun Anggaran *994/199~ terzebut 4di atas,
untux dapat dilaksanakan. perlu mendapat
pengesahan dari -GUOE”PU“( Xepala Daersh
;ungxav I  Jawa Tengah . zesuai  dengan
peraturan perundang- undar.gan vang berlaku.

s

gat : 1. Undiang-undang Numar b;Taﬁun 1674 tentang
PORCR-TOROR ~eme“1nudnan,i’ Laeral :

2. Undang .----..--



- 10| -

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1850 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 -

tentang Pengurusan, ?ertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Ta-
hun 1875 tentang Contoh-contoh Cara Penyu -
sunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae -
rah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Penda -
patan.dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Ta -
hun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Ta-
hun 1990 tanggal 2 Pebruari 1980 tentang
Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-
099 tanggal 2 April 1990 tentang Manual Ad-
ministrasi Ke ..ngan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri ‘omcr 570-
360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program
Pembinaan Anggaran Dzerah dan Pengendalian
Kredit Anggaran ; ‘

l?. Keputusan ..........



o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

= 11 -

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Ta-
hun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang

' Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
1318 tanggal 18 September 1985 tentang Pe -
nyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
1319 tanggal 19 September 1985 tentang Pe -
nyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 303-603 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
268 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempur-
naan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan
Daeran serta Perhitungan Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah ;.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
379 tanggal 11 April 1987 tentang Pengguna-—
an Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petun -
juk Teknis Tata Usaha keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903~
058 tanggal 18 Januari 1988 tentang Peruba-
han Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah,
mejadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903—
057 tanggsal 19 Januari 1988 tentang Penyem-—
purnaan Bentuk cdan Susunan Anggaran Penda -
patan Daerah ;

17. Keputusan ..........



17. Keputusan Menteri Da
617 tanggal 25 Juli
naan Keputusan Mente
903~-1316 Tahun 1985

dan Susunan

ja Daerah ;

Bentuk
Pendapatan dan Belan

18. Keputusan Menteri Da
hun 1890 tanggal 2

£3
-

lam Negeri Nomor 903~
1988 tentang Penyempur-
ri Dalam Negeri Nomaor
tentang Penyempurnaan

Perubahan Anggaran

lam Negeri Nomor 35 Ta-

9 April 1990 tentang

Perubahan BRentuk dan Susunan Pos 2.2.1

“"Dewan Perwakilan Ral

_Menperhatikan

1.

Surat Menteri
19 Pebruari 1

tyvat Daerah'.

oo

Dalam Negeri tanggal
984 Nomor 903/572,/FUOD

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 198471395 3

Surat Menteri
28 Pebruari 1
rerihal Petun|
Pembangunan I
1984,/1395 ;

Dalam Negeri tanggal
394 Nomor 050.12/860/8J
juk Pelaksanaan Program
Daerah Tahun Anggaran

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Jawa Tengah
Nomor 903/00

tanggal 12 Maret 1994
9611 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 13994/

1995 ;

Peraturar Daerah

Tingkat I Ke
1894 Nomor
Penetapan An

Belanja Daerah

Tingkat II K
1994,/1995 .

MEMUTUSEKAN

Kabupat:n Daerah
bumen tang; .l 31 Maret
3 Tahun 1994 tentang
garan Pendapatan dan
Kabupaten Daerah
ebumen Tahun Anggaran




Menetapkan :
: Mengesahkan :fzraturan Daerah Kabupaten Da-

PERTAMA

MEMUTUSKAN

erah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Maret
1994 Nomor 3 Tahun 1994 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun
Anggaran 1884/1995 yang berjumlah sebesar
Rp.24.200.055.000,00 terdiri dari

1. PENDAPATAN -

- Dendapatan ......Rp.24.200.055.000,00
2. BELANJA
- Rutin Rp.10.374.201.000,00

- Pembangunan Rp.13.825.854.000,00

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan ....... Rp.1.661.043.000,00
2. BELANJA
- Rutin Rp.1.661.043.000,00

- Pembangunan Rp.




KEDUA

PENDAPATAN

...-Rp.1.861.043.000,00

R A U U P

1. Bentuk dan Susunan Surat Keputusan Bu-
pati Kepala Daerah Tingkat II Xebumen

tanggal 2 April
-1994 tentang

1994 Nomor 903/1B8/SK/
Penjabaran Anggaran

Pendapatan, kegiatan/Pasal dan Proyek

APBD supaya

menyesuaikan dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

803-057 tanggal

18 Januari 1988 tentang

Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Anggaran Pendapatan Daerah {(Contoh
Asa).

Beberapa FPendapatan Daeran wvang telah
dicantumkan Dasar Hukum Peraturan
Daerahnya agar secepat mungkin di
lengkapi dengan tanggal dan nomor

rengesahan dari
yvang lebih atas

Penggunaaan Alc]
dan Penganggara
vang sumber d
mavpun Ti: “kat ]
Jumlahnva =esua
Kepala Daerah
tanggal 12 Mare
dan Surat Mente

pejabat yang berwenang/

kasl Penerimaan Daerah
n Ayat serta uraiannya
snanya dari Tingkat 1
Pusat supaya <isesuaikan
1 dengan Surat Gubernur
Tingkat I J»awa Tengah
t 1884 Nomor 903/008611
ri Dalam Negeri tanggal

18 Pebruari 1894 Nomor 903/572/PUCD
perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun

Anggaran .........
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antara lain :

- Pos 2.2.5. "Inspektorat Wilayah Kabupaten”

- Pos 2.2.9. "Dinas Pariwisata"” dan
- Pos 2.5.1. "Dinas Kesehatan".

5. Biaya Pendidikan Anggota DPRD sebesar R

B.

Rp.4.000.000,00 yang tercantum dalam Pasal
2.2.1.1013 "Biaya Pen@idikan" dalam Lampiran
Keputusan Bupati Kepala Daerah (Lampiran
A/2/R) supaya dipindahkan pada Belanja
Pembangunan Pasal dalam Sub Sektor Aparatur
Pemerintah (2P.0.18.1), sesuai dengan Surat
Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September
1991 Nomor 163/3787/PUCD tentang Petunjuk
Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 1890 dan Nomor 2 Tahun 1880.

Pasal 2.2.1.1084 “Biaya Operasional” yang di
dalamnya termasuk "Biaya Operasional DPRD"
sebesar Rp.48.654.000,00 dalam Lampiran
Keputusan Bupati Kepala Daerah (Lampiran
A/2/R) +tidak diperkenankan Xkarena tidak
sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri
tanggal 25 September 1991 Nomor 183/3767/
PUOD - tentang Petunjuk Teknis Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 dan
Nomor 2 Tahun 1890.

a. Guna menunjang pelaksanaan Program Jamin-
an Resiko Kebakaran maka Daerah Tingkat
II Kebumen supaya menyediakan dana untuk
pelaksanaan pembayaran Asuran:.i Kebakaran

dari PPJU sebesar 10% dar’ penerimaan

brutto Pai-k Penerangan Jalan vyang
disetor ke Kas Daerah Tinglat II vyang
dibebankan pada Pasal 2.2.3.1096 dengan
uraian "Biaya Asuransi Kebakaran PPJU".

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran

\
Gubernur .......---
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atau Dana Daerah lainnya dan dapat
diangsur dalam 2 <{(dua) tahun anggaran,
mulai Tahun Anggaran 1984/1995 dan Tahun
Anggaran 1995/1986 beban pasal tersendiri
dalam 2P.0.21.1. Sub Sektor Pendidikan.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 425.3/133/PUOD
tanggal 13 Januari 1994 perihal pengadaan
Globe Peta Bumi untuk SD dan Surat Menteri
Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994
Nomor 303/572/PUOD perihal Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994,/1995.

Program dan Proyek yang dibiayai dari
sumber dana Baantuan Pembangunan Daerah
Tingkat II1/Inpres Dati 11, Bantuan
Pembangunan Sekolah Dasgar, Bantuan
Pembangunan Sarana Kesehatan, agar masuk
sesuai dengan Sektor dan Sub Sektor yang
tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri
tanggal 19 Februari 1994 Nomor -
903/572/PUCD perihal : Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 1994/1995, . dan
ppenanganannya ke dalam APBD ;‘ IX
disesuaikan dengan : Ha=il .Rappat
Teknis/Konfirmasi yvang diselenggarakan
oleh mlngka* I. S

. Biaya Umum besarnya disesuaikan dengan ke-

butuhan~‘nyata dengan memperhatikan i azas
efektif = dan efisien, dengan ketentuan
sebagai berikut :

BAPPEDA Tingkat II sebesar 2% x plafond

; Komponen Bantuan Dasar minimal .. dhie o w
Rp.30.000: OOO 00 yang digunakan untu :

- Penyusunan Rencana Program Tahunan.

- Koordinasi..........



- 20 o

- Koordinasi Penyusunan Program/Proyek
Tahunan. .

- Pengendalian, Evaluasi Program Tahun-
an.

- Pengendalian Proyek proyek Sektoral
di Dati II- ‘

Baglan Penyusunaﬂ Program Daerah Ting -
kat II sebesar 1% plafond Komponen Ban-
tuan Dasar minimal Rp.15.000.000,00
vang digunakan uqtux

- Administrasi pelaksanaan proyek.

- Koordinasi pelaksanaan proyek.

- Pengumpulan d penyusunan laporan -
kemajuan pelaksanaan proyek dan di
sampaikan kepada BAPPEDA Tingkat ITI.

Baglan Keuangan aerah Tingkat II asebe-
sar O0,5% % plafond Komponen Bantuan Da-
sar mlnlmal Rp.10.000.000,00 yang digu-

nakan untuk peﬂgelolaan admlnlstrasky

keglatan\proyek.

i
Bagian Llngkungan Hidup Daserah Tingkat
11 sebesar 0,25% x plafond Komponen
Bantuan Daaaﬁ‘minimal Rp. 7.500.000,00.

Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II
sebesar 1% x plafond Komponen  Bantuan
Dasar minimal Rp.15.000.000,00 yang di
gunakan untuk melaksanakan yengawasan
fungdional. ‘

DinasiInstansi Tingkat II yang menanga-
ni proyek-proyek pada pengalokasiannya
BElays Umum adalah melihat pada proyek -

nya ‘itu sandirl %ang digunakan untuk
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persiapan dan administrasi proyek deng-
an ketentuan sebagai berikut

- Proyek senilai 0 - 100 juta, biaya
umumnya 7%.

- Proyek wsenilai 100 - 500 juta, biaya
umumr.ya 5%.

. — Proyek senilai di atas 500 juta biaya
umnumnya 4%.

Proyek-proyek yang merupakan kegiatan wun-

tuk membayar dana Inpres Tahun Anggaran

1993/1984 yang tidak cair bukan merupakan
proyek luncuran/lanjutan (DIPDA-L) dari
tahun anggaran yang berakhir, tetapi
merupakan proyek baru yang dananya di
sesvaikan dengan kebutuhan.

Daiam Anggaran Managemen dijelaskan untuk
pembayaran INPRES Tahun Anggaran 1993,/1994
(Pasal yang lama disebutkan) guna membeda-
kan proyek lainnya.

Pasal 2P.0.8.1.01.002 "Proyek Penunjang
PPWKT ‘Kab. Daerah Tingkat II Kebumen"
sebesar 'Rp.12.600.000,00 dalam Anggaran
Managemen untuk pelaksanaannya {kolom
keterangan) supaya diberikan penjelasan
secara finci Jenis kegiatannya, misalnya :

~ Untuk pengerasan jalan desa
vqume 4m=100m ........ Rp .........

-_Pengadaan Térnak
B0 ekor X Rp . ..o i ei ... Rp .........

- Pengadaan Bibit Mangga
100 bualh X BP. -wvsswsnaces Rp .........

- dan seterusnya.
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Pasal 2P.(C.10.1.03.002 “"Proyek Bantuan Re-
hab Dam Pengendalian di Dess Kajoran Kec.
Karanganyar dan Desa Karangsambung Kec.
Sadang"” Jjumlah dana antara plafond dalam
Anggaran Managemen dengan uraian pelaksa-—
naan supaya disesuaikan.

7 .Beberapa pasal pro%?k yang tercantum dalam

Anggaran Belandja embangunan supaya dise-
suaikan dengan Nomenklaturnya, antera

lain \

a. Pasal 2P.0.16.3.01.001 "Proyek Inventa-

risasi dan Penyusunan HSDA" supaya di -

pindahkan dalam| Pasal Sub Sektor Ling -~

cemaran Lingkungan Hidup.

kungan Hidup, P;ogram Pengendalian Peni_

b. - Pasal 2P.0.16,3.01.002 “Proyek Penyu-
sunan PDRB Taﬁun 1983 di Kab. Kebum =
men" dan \

- Pasal ZP.O.lBlS.Ol.OOS "Proyek Evalu-
asi REPETADA Tahun 1993/1994 di Kab.
Kebumen" . ‘

Supaya dipindahkan dalam Sub Sektor

Aparatur Pemeri?tah (2P.0.18.1).

Pasal 2P.0.18.1.02 /001 " Proyek Komunikasi

Pemerintahan di Kab. Dati Ii Kebumen"

sebesar Rp~27~OOOJOO0,00 dala, Anggaran

Managemen supayra d%rinci kegiatannya.

Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/
1985 telah melampaul masa Triwulan III, maka
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supaya dihindari adanya penganggaran proyek-
proyek baru mengingat Jangka waktu proses
persiapan sangat pendek sehingga proyek-
proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk
dilaksanakan Xx.~ena menjelang tahun anggaran
berakhir.

Segera dilakukan FPeruvahan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran
1994/1995 dengan mengikuti seluruh ketentuan
seperti ditetapkan dalam diktum-diktum terse-
but di atas, sambil menunggu Perubahan dimak-
sud supaya diiakukan Perubahan  terhadap
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat I1I
Kebumen tanggal 2 April 1894 Nomor 803/186/SK
/1984 tentang Fenjabkaran Anggaran Pendapatan.
Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah 7Tahun Anggaran 1994,/1985
sesual dengan diktum-diktum di atas dqan
setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala
Daerah supaya dikirim kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan
semegtinya.

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan BelanJja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Tahun Anggaran 1994/1995 adalah pengesahan
terhadap Peraturan Daerah tanggal 3I. Maret
1954 Nomor 3 Tahun 1994 beserta Lampiran-
lampiran ‘dengan perubahan-perubahan seperti
tercantur dalam diktum-diktum di atas dengan
catatan bahwa jenis penerimaan dan pengeluar-
an hanya dapat dianggap sah apabila didasar-
kan pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

KEDELAPAN ..........
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Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 31 Mei 1894

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

t.t.d

SOEWARD I.

SALINAN Keputusan Kepada Yth.

1.

2.

o 0 ~N6 wm

10.

11,

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakar-
ta di Yogyakarta ;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di -
Jakarta ;

. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Da-

erah Departemen Dalam Negeri Up.Direktorat Keuangan
Daerah di Jakarta ;

Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Ke-
la Biro Keuangan di Jakarta ;

Wakil Gubernur Kepala. Daerahn Tlngkat I Jawa Tengah

Bidang I dan II ;

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
Jawa Tengah ;

Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu di Mage-
lang ;

Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
di Semarang ;

Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah di, Semarang ;

Kepala Biro Hukum, Kantor Setwilda Tingkat I Jawa
Tengah di Semarang

12. Repala ..........



13.
14_

15.

Kepala Biro Bina Penyusunan Program, Setwilda Ting-
kat T Jawa Tengah ; |

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen;
Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat IT Kebumen di
Kebumen ; ‘

Berkas Surat Keputasan.

1 sampai dengan 12 untlk diketahui ;

13 d an 14 aga? diindahkan.




